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PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bagl|

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Abdul Ibrahim Bin Irasun, Lahir di Bangli, 31 Desember 1950,
Usia 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak
Bersekolah, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di
Banjar/Lingkungan Angansari, Desa Kutuh,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, NIK 5106043112500237, Nomor
HP 081808992834, sebagai Pemohon I;

2. Saparini Binti | Manggih, Lahir di Bangli, 31 Desember 1951,
Usia 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada,
Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di
Banjar/Lingkungan Angansari, Desa Kutuh,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, NIK 5106047112510100, Nomor
HP 081558767800, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon Il disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka
sidang;
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DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

19 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bangli pada Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bagl pada tanggal 19 Mei

2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
perkawinan secara Hindu pada tanggal 1960 di
Banjar/Lingkungan Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

2. Bahwa kemudian Pemohon | dan Pemohon Il memeluk agama
Islam padatahun 1982 dan menikah kembalipada tahun 1982 di
Banjar/Lingkungan Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

3. Bahwadalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak
sebagai wali nikah adalah Guru Mustamin dan yang bertindak
sebagai Penghulu adalah Bapak Ustadz Miadi, dengan dihadiri
duaorang saksi masing-masingbernama Bapak Guru Suud dan
Bapak Guru Dul Majid dengan maskawin berupa uang sebesar Rp
5.000 (lima ribu rupiah).

4. Bahwapada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon | berstatus
Perjaka dan Pemohon Il berstatus Perawan;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan
tersebuttelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut
syari'at Islam;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal bersama di rumah Banjar/Lingkungan Angansari, Desa
Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

7. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon | dan Pemohon II
sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

a. SODIKIN BIN ABDUL IBRAHIM, Laki-laki, lahir di Kutuh pada
tanggal 01-01-1976;
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b. MUSTAQIM BIN ABDUL RAHIM, Laki-laki, lahir di Banjar
Angansari pada tanggal 01-04-1982;

c. RAHMAWATI BINTI ABDUL RAHIM, Perempuan, lahir di
Angansari pada tanggal 14-03-1983;

d. MUHAMMAD ALI GHOFAR, Laki-laki, lahirdi Kintamani pada
tanggal13-05-1990;

e. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk
memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk
mengurus Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga
dan dokumen penting lainnya;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mampu untuk membayar
biaya perkara sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 30/KBD -
A/2022 atas nama Abdul Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar
Dinas Angansari, Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali tanggal 27 April 2022;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka

Pemohon | dan Pemohon Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Bangli Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilaksanakan pada tahun 1982 secara islam di Banjar/Lingkungan
Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, Provinsi Bali;

3. Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar dibebaskan dari biaya
perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis hakim yang

memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor : 1/Pdt.P/2022/PA.Bagl
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Tanggal 19 Mei 2022, Ketua Pengadilan Agama Bangli pada pokoknya
memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara prodeo dan
membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun Anggaran 2022;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, terhadap perkara permohonan
istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Bangli telah menempelkan
pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan
terhadap pengumuman tersebuttidak ada pihak yang datang melapor dan
menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah
permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut
terdapat perubahan dan penambahan isi permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon | menyatakan jika nama ayah Pemohon | yang benar
adalah Irasun, dan nama ayah Pemohon Il adalah | Manggih;

- BahwaPemohon I dan Pemohon Il bersyahadat (mulai memeluk Islam)
secara bersamaan pada tahun 1982;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dibimbing masuk Islam oleh bapak
Habib Adenan;

- BahwaPemohon I dan Pemohon Il melangsungkan perkawinan secara
Hindu pada tahun 1967 dihadapan pemuka agama Hindu;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il memiliki hubungan kekerabatan
sebagai sepupu kedua,;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon Il bukan saudara sesusuan;

- Bahwa saat melangsungkan perkawinan dengan agama Hindu,
Pemohon | berstatus jejaka, dan Pemohon |l berstatus gadis;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 30/KBD-A/2022 yang
dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Angansari, Desa Kutuh,

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tanggal 27 April 2022.
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Kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5106043112500237
atas nama Abdul Ibrahim (Pemohon 1) yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bangli tanggal 15-09-2012. Kemudian diberi
kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5106047112510100
atas nama Saparini (Pemohon Il) yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangli tanggal 15-09-2012. Kemudian diberi kode (P.3).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 5106040802110019
tertanggal 12-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Kemudian diberi
kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah
dinatzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim,
dan ternyata cocok dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-
saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai
berikut :

1. Awaludin Bin Wak Esan, Usia 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Banjar/Lingkungan
Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
yang mengaku sebagai sepupu Pemohon I, dan dibawah sumpah di
muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak saksi masih kecil;

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon bertempattinggal di Banjar
Angansari Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa para Pemohon merupakan muallafyang yang masuk Islam
secara bersama-sama dengan beberapa orang lain dari anggota
keluarganya;

- Bahwa para Pemohon mengikrarkan diri memeluk Islam
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(bersyahadat) pada tahun 1982 di Desa Kutuh, Kecamatan
Kintamani, dibawah bimbingan Ustadz Habib Adenan dengan
disaksikan oleh Bapak Mustamin, Ustadz Miadi, Bapak Suud, dan
Bapak Dul Majid;

- Bahwa sebelum para Pemohon memeluk agama Islam, para
Pemohon telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan
secara agama Hindu, bahkan telah dikaruniai anak, dan menurut
cerita para Pemohon, para Pemohon melangsungkan perkawinan
menuruttata cara agama sebelumnya pada sekitar tahun 1967 an;

- Bahwa sesaat setelah mengikrarkan diri memeluk Islam, para
Pemohon memperbaharui akad perkawinannya, dihadapan orang-
orang yang menyaksikan para Pemohon mengikrarkan diri
memeluk Islam;

- Bahwa saat memperbaharui akad perkawinannya, Pemohon |
memberi mahar kepada Pemohon |[l, namun saksi tidak
mengetahui berupa apa;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dari Pemohon Il adalah
bapak Mustamin karena ayah Pemohon Il beragama Hindu;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat
hubungan nasab, susuan, maupun hubungan lain yang dapat
menghalangi sahnya perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
secara syariat Islam;

- Bahwa saat ini para Pemohon telah dianugerahi 4 orang anak,
yakni : Sodikin, Mustagim, Rahmawati, dan Muhammad Ali
Ghofar;

- Bahwahinggasaatinitidak ada pihak lain yang merasa keberatan
dengan hubungan perkawinan para Pemohon;

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon ingin perkawinannya disahkan menurut
hukum agar para Pemohon dapat memiliki buku nikah dan tidak

mendapat kendala dalam mengurus dokumen-dokumen penting
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lainnya;
- Bahwaselain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
2. Naimah Binti Iratep, Usia 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan

Tidak Ada, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Banjar/Lingkungan

Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,

yang mengaku sebagai sepupu Pemohon I, dan dibawah sumpah di

muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi kecil;

- Bahwa sudah sejak lama para Pemohon bertempat tinggal di
Banjar Angansari Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli;

- Bahwa para Pemohon merupakan muallafyang yang masuk Islam
secara bersama-sama dengan beberapa orang lain dari anggota
keluarga inti para Pemohon dibawah bimbingan Bapak Habib
Adenan;

- Bahwa para Pemohon mengikrarkan diri memeluk Islam
(bersyahadat) pada tahun 1982 di Desa Kutuh, Kecamatan
Kintamani, dengan disaksikan oleh Bapak Mustamin, Ustadz
Miadi, Bapak Suud, dan Bapak Dul Majid;

- Bahwa semula para Pemohon melangsungkan perkawinan
dengan tata cara agama Hindu pada sekitar tahun 1967 an, jauh
sebelum para Pemohon memeluk agama Islam, dan saksi
menyaksikan sendiri jika para Pemohon selamaini hidup bersama
dan telah dikaruniai anak;

- Bahwa sesaat setelah mengikrarkan diri memeluk Islam, para
Pemohon memperbaharui akad perkawinannya;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dari Pemohon Il adalah
bapak Mustamin karena ayah Pemohon Il beragama Hindu;

- Bahwapembaharuan nikah para Pemohon disaksikan oleh orang-
orang yang menyaksikan para Pemohon bersyahadat;

- Bahwa saat memperbaharui akad perkawinannya, Pemohon |
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memberi mahar kepada Pemohon Il namun tidak tahu berupa apa;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon | dan Pemohon li
tidak terdapat hubungan nasab, susuan, maupun hubungan lain
yang dapat menghalangi sahnya perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il secara syariat Islam;

- Bahwa saat ini para Pemohon telah dianugerahi 4 orang anak,
yakni : Sodikin, Mustagim, Rahmawati, dan Muhammad Ali
Ghofar;

- Bahwa hingga saat ini lingkungan sekitar tempat tinggal para
Pemohon tidak merasa terusik dengan status hubungan
perkawinan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang merasa
keberatan dengan hubungan perkawinan para Pemohon;

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon ingin perkawinannya disahkan menurut
hukum agar para Pemohon dapat memiliki buku nikah;

- Bahwaselain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-
saksi yang dihadirkannya juga tidak menyangkal apa yang telah
diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selain alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah
dihadirkannya, para Pemohon tidak lagi menghadirkan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi
mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan
kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para

Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para
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Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan
keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya
dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon
adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana
diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22)
penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum
Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat
diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini
mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Desa Kutuh, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan
Agama Bangli;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang
diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Bangli telah
menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan
Agama Bangli hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku I
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan
hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang
kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para
Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar
perkawinan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa dapat
dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah :

- Apakah benar perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon sah
menurut menurut syariat Islam?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1
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sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan
dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan bukti surat berupa
Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon | yang
memberi bukti bahwa para Pemohon termasuk kalangan masyarakat yang
tidak mampu secara ekonomi. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup
dan dinatzegelen, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal
5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020
tentang Bea Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan
perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon sehingga mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3, merupakan bukti surat
berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | dan
Pemohon Il yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal
di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangli yang dari segi kewenangan
relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. Bukti
tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinatzegelen, telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH
Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b
Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan
dengan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para
Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang
menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon Il. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen,
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal
17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea
Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan yang

diajukan oleh para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian
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yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2
(dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing
telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang
tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon
adalah fakta yang dilihatdan didengar sendiri dan keterangan antara saksi
satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua
orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon
beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta
dipersidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi
Pengadilan Agama Bangli;

- Bahwa para Pemohon merupakan muallaf yang mulai memeluk Islam
secara bersama-sama pada tahun 1982;

- Bahwa pada tahun 1967 (sebelum para Pemohon memeluk Islam),
para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama
Hindu, bahkan telah dikaruniai anak;

- Bahwa sesaat setelah memeluk Islam, para Pemohon memperbaharui
akad perkawinan mereka, dengan wali nikah Bapak Mustamin dan
disaksikan oleh Bapak Suud dan Bapak Dul Majid, dan Pemohon |
juga memberikan mahar kepada Pemohon II;

- Bahwa para tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang

dapat menghalangi sahnya perkawinan mereka;
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- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang
bernama Sodikin, Mustagim, Rahmawati, dan Muhammad Ali Ghofar;

- Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang
mengganggu gugat perkawinan para pemohon tersebut dan selama
itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan
hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk
mencatatkan perkawinan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan
para Pemohon tentang peristiwa perkawinan para Pemohon telah terbukti
kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul
Mugqtashid para ulama berpendapat, yang selanjutnya diambil Alih sebagai

pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

L0
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Artinya : “adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam
datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila
Islam ada pada keduanya, yakni suami isteri (masuk Islam) secara
bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang
yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan
yang demikian.” (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugqtashid,
Juz Il Hal. 36)

Menimbang, bahwa dari beberapa teks hadist yang menceritakan
tentang perkawinan para sahabat yang dulunya kafir, Rasulullah SAW
tidak pernah memerintahkan para sahabatnya yang telah menikah saat
dalam kondisi kafir untuk melangsungkan akad perkawinan baru secara
Islam, selama tidak terdapat larangan bagi keduanya untuk menikah

secara Islam;
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Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu’
halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis

Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fighiyyah sebagai berikut :
Ll o b e paie g 2 o
Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara’ lebih didahulukan

daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan yang
telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat jika para Pemohon
tidak perlu memperbaharui akad perkawinan secara Islam ketika secara
bersama-sama mengikrarkan diri memeluk Islam dengan mungucapkan
dua kalimat syahadat, serta berkesimpulan jika perkawinan yang telah
dilakukan oleh para Pemohon padatahun 1967 saat para Pemohon masih
memeluk agama Hindu patut untuk disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa tidak dicatatkannya perkawinan para Pemohon
dilangsungkan disebabkan oleh suatu kondisi yang mengakibatkan para
Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Hal demikian menurut
Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai dasar dikabulkannya permohonan
pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih jika
melihat urgensi kepemilikan buku nikah oleh pasangan suami isteri saat
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka (22) penjelasan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.
Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan Para Pemohon agar perkawinan yang telah mereka
laksanakan sedemikian rupa, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal
2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
biaya perkara patut dibebankan pada para Pemohon sebagaimana Pasal
89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara
secara prodeo dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua
Pengadilan Agama Bangli Nomor : 1/Pdt.P/2022/PA.Bagl Tanggal 19 Mei
2022), maka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2022;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon | (Abdul Ibrahim Bin Irasun)
dengan Pemohon Il (Saparini Binti Manggih) yang dilangsungkan
pada tahun 1967 di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022

Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulgaidah 1443 Hijriyah dalam

persidangan Majelis oleh kami Siti Alosh Farchaty, S.H.l., Sebagai Ketua

Majelis, dengan didampingi oleh Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H., dan

Nasoikhatul Mufidah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut
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dan didampingi Hendrik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. Siti Alosh Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota

Nasoikhatul Mufidah,S.H
Panitera Pengganti

Hendrik, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp O
Biaya Proses : Rp O
Biaya Pemangagilan c Rp O
Biaya PNBP cRp O
Biaya Redaksi cRp O
Biaya Meterai : Rp O
Jumlah cRp O
(nol rupiah)
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